0N 0

L

LEMBARAN DAERAH
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 1991
TENTANG
PENY'SIHAN FPENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAG/AN PEMERINTAH XARU®ATEN DZERAH TINGKAT Il
REMBANMG XEFADA PEMERINTZH DESA/KELUPA AN SE
KABUPATEN DAERAH TINGKAY Il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGXAT il REMBANMNG

Menimbang : a. bahws dalam rangke meningkatken kemzmpuan
Pemerintah Desa/Xelurehen deiem peryeleng-
garasn Femerintahan dan Pembangunen. per-
fu dilakukan wpaya penirgketan perdegatan
Desa /Kelurshan melalui peryisihen sebegpian
hsa<il peneiinaan Pajak Bumi den Bangunan
bagian Daerah kepada Pemerimish Desa/Ke-
furahan.

b, behwa sehuburgsn dergen hal tersebut dia—
atss, periu diteterkan pedoman pe'aksansan-
nya dengan Peraturan Deseiah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Pemerintahen di Daerzh.

2. Undang - urdang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daersh Kzbupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
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. Undeng - urdeng Nomor & Talun 1§79 ten=-

tang emerintehan Desa.

Undang-urdang Nomor 1! Tahun 1985 ten-
tang ~ajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pamerintah Nomor 47 Tahun 1985
tentang Pembagian Hasi! Fenerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat
dan temsrintah Daerah,

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 1

Tahun 182 tentang Sumbar “endapatan dan
Kekayaan Desa, Pengurusar dan Pergaweasan-
nya.

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 1582 tentang Anggaran Penerimaan
dan Pengaluztan Keuangar Desa.

Paratwian Menteri Datam Negeti Nomor 4
Tahun 1-85 tentang - engurusan Penczpatan
Hasii Pajak Bumi dan Banuunan,

. Kapatusan Masntari Dafam ANegeri Nomor 6

Tshin 933 tantang Pros2dur Penetapan
Produk - produk Hukum di Li gkungan De-
paitemsn Dalam Negeri.

Keputusan Mantsri Dalam Negeri Non ¢t 49
Yarun 1980 tenterg Pedoman +enyisihan
Penarimaan Fejak Bumi ¢an Bangunan Ba-
gian Dasrah fingkat | dan Daerah lingkat Il
kepadas Pemerintah Desa.

Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 98
Tehun 1890 tentang Fecomsn Peryisihan
Pejak Bumi dan Bargunen Bagian Da-rah
lingkal | dun Dasrah Tingkst |l serta Pem—
berian Sum bangan / Bartien dan sebsgian
Hasil ~ajak dan Retribusi Daereh kepada
Pamenntah Kelurahan,
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Denaen Persetujuen Dewan Ferwekilan Rakyat Daerah Kaebupa-
ten Daerah Tingkat Il Rembang.

MEMUTUSK A N!

Menetapkan I Peraturan Dasrah Kabupaten Daarah Tingkat
il Rembang tentang Penyisihan Fenerimaan
Fajsk Sumi dan Bangunan Bagian Peme-
rintah Kabupaten Daerah 'ingkat I: Rambang
Kecada Pemerintah Desa / Kelur-han se
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Rembang

BAB 1
KETENTYUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inij, yang dimeksud dergan :

8 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat il Rembang.

b. Bupati Kepala Da=srah adalah Bupati Kepala Daergh Tingkat 11
Rembang.

c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempeati oleh sejumlish pen-
duduk sebagai kesztuzn masyarzkzt termesuk didal:mrys ke-
satuan masyargkat hukum ysng mempunyai Orgerisasi Peme-
rintah terendah largsunc di bewah Camat dan berhak merye-
lenggaraken rumeh tsngoenys sendiri dalam wileyah Kabupa-
ten Daerah Tingkat Il Rembang.

d. Kelurahan acaiah suatu wilayeh yarg diterrpati oleh sejum!ah
penduduk yang memouryai Organisasi Pemerintahan terendah
langsung di bawzh C:mat yang tidak berhak menyelenagara-
kan rumah tangcanye serdiri dan bereda dalam wileyeh Ke-
bupaten Daerah Tingkat ii Rembang.
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BAB I

PENETAPAN PEMBAGIAN DAN ALOKAS! PENYIS HAN
HASIL PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan Pajsk Bumi dan Bangunan bagian "eme‘intah Daerah
di sisthkan sebesar 10 % ( s2pu'uh perseratus) s=bagai subsidi/
sumbangan Pemsiintah Dacrah kepada Pemernntah Desa/ Kelura-
han

Pasal 3

(1) Alokasi penyisihan hasil pererimaen Fzjek Bumiden Bangu-
nan seb-geimana dimaksud Pesal 2 Peisturar Caereh iri ke=
kada Pemenntah Desa/ Kelurahan ditetipkan oleh Eupati ne-
pa'a Daerah.

(2) Penstapan Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inl,
memp=rtmbangkan hel hal sebagal berikut

a. kelancar=n penyelerggarasn pemerintahan, pembangunan
dan pelaysnan kepada masyarakat.

b. pemerataan untuk membantu Desa ke tis, perghargaan/
parangsang begi Desa/Kewrahan yang telah lunas Pejak
Bumi dan Bangunan,

BAB. il
PENGANGGARAN
Pasal 4

Penyisihan hasil penerimezn lFajek Bumi dsn Bangunan bagian
Paemesrintah Daerah kepada Pemerinteh Desa/Keiurehen dicenium-
kan dalam Anggarcn Pendapstzn den Belenje Dezerah (AFBD)
dan diangoarkan pada Arggeien Rutin { Ganjeren, Subsidi/Sum-
bangan kepada Daerch Bawahan )
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BAB IV
TATA CARA PENYALURAN
Pasal B

Tetacara penysluran dana sebagaimana dimaksud pasal 3 perstur-
an Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerzh.

Pasal 6

Dana sebacazimeara dimaksud Fzeal 3 Persturen Deersl ini digu-
nekan untuk pembizyzen penyelenggarsan Pemerintehin, pem-
bangunan dan peiayanasn kepada masyarakat.

Pasal 7

Penyisihan penerimaan Psjsk Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud Fasal 3 Peraturan Daerab ini dicentumkan sebegai pe-
nerimaan mesing masing Desz/Kelurahen dalam Angcarsn Pene-
rimaan dan Pengriuaran Keuangan Desa (APPKD) dan Angaar-
an Penerimaan dan Pengluaran Keuangan Kelurehan (APPKK).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal &

Penvisihen Penerimaan Pazjak Bumi dan Bargunan bagian Peme-—
rintah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidek mengurangi
kewsjiben sertz tancgung jawab Pemerintah Daerah untuk tetep
membseriken surbengen/baniuven terhadep Dess / Kelurahen yang
selama ini teleh dilaksenakan.

BAB Wi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-ha! yang belum diatur dalam Persturen Daersh ini sepanjang
mengenai pslaksanaannya zkan dialur lebih lanjut oleh Bupati
Kepala Daerah.



— 6 —

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangoas! divndarckan,
Agar setiap orang dapst mengetstuinya, menmerinizhkan pengun-
dancan Peraturan Daereh ini dengan peneimpaiarnya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah lingkat | Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAEYAT Rembanyj, 2 Desember 1991
DAERAH KASUFATEN DAE{AH
TINGRAT Il REMBANG

KETUA :

BURAT KEPALA DAERAH
TINGKAT 1|l REMBANG

SOEGENG SARWONO Drs. H WACHID! RiJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Javsa Tengah
Tangga' 30 Januari 1992
Nomor 148.3 /47 /1982

An. Sekretaris Wi'ayah Dze:ah
Fingkat | Jawa lengah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kepaia Biro Hukum o
Kabupaten Daerah Tingkat || Hembzng ‘k
Nomor 2 Tahun 1492 Seri B No. 2
pada tanggal 7 Pebruari 1922 =

Sekretaris Wilayah / Daerah SARDJIT 0. SH.

NIP, 530034 373
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Drs, H SOED!'HARTOQ
Nir, 500 029 511
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KARUPATEN DAEXAH TINGKAT 1
REMBANG
NOMOR 14 TARUN 1591

TENTAN G
PENYISIHAN PENERIAZAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGian PEMEIINTAH KAAU°ATEN DAERAYH TINGKLAT §
REMBAaNG KE2s04 FEMERINTAH DESAfKELUF\‘AHAN
SE RABUrAEN D~ERoH TINGRAT ] REMBANG

L PENJE LASAN UMUmM

Dalam upaya mewujutkan Pemerintah Desa/Kelurahan
Yang mempu menysierggaizkan pemerntaten, melskeznekan
Pembargunan dun memberikan pelayeran kepada masyarakat
Sec#ra berdays guna dgan berhasil guns, diperlukan sumber
dana yang pasti dan mernedsj
Dengan berpedoman pada Keputussn Menpteri Dalam Negeri
Nemor 49 Tahun 130 tetany Psdoman Penyidikan Penari-
maan “sjak Burmi dan Bangurau bagisn Daerah Tingkat ! dan
Daerah  fingkatr I kepada Pemerintah Desa dan Keputusan
Menteri Daiam Negen fomor 48 Tahun 1980 tentsng Pedom-
an Penyisihan fajak Bumi dan Bargunan bagian Daerah Ting~
kat | dan Dae an Tirgkat il serta venm brap sumbzngan/ban—
tuan dan Pembericn sebaci:n Hesii tajsk dan Retibusi Dae-
rah kepada Pevsriniah Kefurahar, Pemennth Katup-ten Dae-
rah ‘ingxat |+ berrakat mengupsyskan sumber dana tersebut
dengan jalan mznyisihkan sebegasn  hasil Pajak Bumi dan
Bangunan sabagian Pumerirtah Deerzh sebagai subsidi/ sum-~
bangan kepada Panerintan Desa/Kelurahan se Kabupaten Dae-
rah Tingkat ii Rembang.

Untuk melsksenakan maksud teisebut, maks perlu di-
apkan dengan Peraiuran Uasrah,
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. PENJELASAN PASAL DEMI FASAL :

Pasal 1
Pasal 2

Pasa! 3 ayat (1)

ayat (2)
Pasal 4 s/d i0

- Cukup jelas.
. Yang diberikan kepads Pemerintah De-

saf<e'urahan sebagsi svbsidi/sumba-
ngsn adaah bagian Pemeriniah Dae-—
rah dari psnerimaan Fejek Bumi dan
Bangunan sektor Ferketzan dan Pe-
desaan.

: Bupstii Kepale Desrah  meretzpken

pembagian dan alokas' penyisihan pe-
nesimean Pegjsk Bumi dan Bangunan
atas dasar kiasifikasi dan kuteria se—
bagar berikut :

a) Pendapatan Asli Pemerntah Desa/
Ke wiahan.

b. Luas wiayah
¢) Jumtah Penduduk

d; Jumlan wajib Pejak Bumi dan Ba-
ngunan

@) Potsnsi Pajak Bumi dan Bangunan
Sekior Fe:koiaan dan Pedesaen

: Cukup jelas

: Cukup jo'as.




